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Dalam program Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia (Ecosystems and Human Well Being), dimana program EGP menjadi bagiannya: sebesar 5% dari dana hibah yang tersedia akan dikelola oleh mitra lokal yang dipercaya untuk menangani micro grants (maksimum 10.000 Euro per proyek, tetapi jumlah rata-ratanya adalah berkisar antara 1.000 – 5.000 Euro per proyek). 
Latar belakangnya: staff IUCN NL/EGP terlalu sibuk untuk menangani secara langsung proyek-proyek kecil dalam jumlah yang banyak.  Proyek kecil yang akan ditangani langsung hanyalah yang benar-benar sangat mendesak (urgent) untuk didanai EGP, dan/atau proyek-proyek kecil yang merupakan bagian dari persiapan proyek yang lebih besar.  Micro grants dimaksudkan sebagai seed money atau modal awal/batu loncatan, juga dimaksudkan untuk membantu LSM/Organisasi Masyarakat untuk tumbuh/berkembang dan menjadi layak untuk mengajukan program yang lebih besar (normal grant) kepada EGP.  Dalam micro grants tidak dituntut adanya monitoring yang sangat mendalam.
Calon penerima micro grant adalah:

· mereka yang berasal dari jejaring/network yang dimiliki oleh pengurus micro grant 

· mereka yang diusulkan/dirujuk oleh EGP (yaitu proyek mikro yang sebelumnya telah diajukan kepada EGP untuk normal grant)

· merupakan inisiatif baru, atau diajukan oleh mitra-mitra yang baru dan belum dikenal (kelompok seperti ini harus diberikan kesempatan). IUCN NL/EGP meminta pengalokasian sebesar 25-30% untuk kelompok ini.
Pengambilan keputusan:

· Pengurus micro grants bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang berhubungan dengan micro grants; IUCN NL/EGP hanya akan melakukan pemeriksaan setelah pelaksanaan (melalui laporan-laporan yang dikirimkan). 

· IUCN NL/EGP menyarankan agar dana yang disediakan untuk program ini tidak dihabiskan dalam tahun pertama namun harus didistribusikan dalam tiga tahun. 

Kriteria: 

· Kelompok sasaran adalah LSM/Organisasi Masyarakat; organisasi yang benar-benar lokal dan masih “muda”. Organisasi Masyarakat harus memiliki rekening bank dan bentuk organisasi/ kelembagaan. Mereka yang sudah menjadi Mitra EGP tidak dapat menerima dana micro grants. 

· Perorangan/individu tidak dapat menerima dana secara langsung, kecuali jika berada dalam kerangka suatu proyek/kerjasama dengan sebuah LSM/Organisasi Masyarakat.
· Proyek yang diusulkan oleh universitas, pemerintah lokal dan swasta tidak dapat didanai kecuali untuk kasus-kasus khusus. Dalam hal ini harus ada umpan balik (feedback) terlebih dahulu dari tim IUCN NL/ EGP untuk menentukan apakah mitra atau proyek yang diusulkan memang strategis dan penting untuk didukung micro grant.
· Seluruh ekosistem harus, secara prinsip, terwakili
· Tujuan dana micro grants harus sesuai dengan tujuan EGP (lihat Annex 1) (bisa saja sama persis, atau lebih fokus tetapi masih berada dalam kerangka/framework yang sama). 
Proposal, anggaran dan pelaporan

· Proposal untuk fasilitas micro grant harus mencantumkan prosedur pengambilan keputusan, dan menyertakan salinan/copy dari semua format (proposal sederhana, pelaporan, dll.) yang digunakan untuk dana micro grant. 

· Anggaran: biaya overhead untuk mengelola dana ini adalah maximum 10 – 15% (bisa 15% jika ada rencana monitoring dan/atau pengembangan kapasitas bagi mitra); tidak boleh terjadi tumpang tindih dengan anggaran program focal point.

· Pelaporan: dalam tahun pertama ada dua laporan; pada tahun kedua dan ketiga: satu laporan tahunan. 

· Laporan tersebut termasuk: 

· laporan keuangan
· laporan teknis yang memberikan deskripsi tentang pengelolaan dana, komentar mengenai portfolio dari micro grants, kecenderungan (trends), pelajaran-pelajaran yang diperoleh, saran-saran untuk IUCN NL/EGP, dan semua hasil yang berkaitan dengan tujuan/objective dari EGP

· Daftar dari proyek-proyek yang didanai micro grants, mencantumkan: nama LSM/Organisasi Masyarakat + judul proyek + anggaran + periode proyek + ringkasan, dengan menunjukkan hubungan/kaitan proyek tersebut dengan tujuan/objective EGP. 
. 

ANNEX 1.

	Tandai √ di kotak yang sesuai
	TUJUAN EGP DAN HASIL-HASIL YANG DIHARAPKAN

	Tujuan 1.1:
Pengelolaan ekosistem yang lestari pada tatanan produksi, dengan maksud memberikan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat miskin (pemanfaatan yang lestari)

	
	1.1.1
Praktek-praktek pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang lebih lestari secara ekologis dikembangkan atau diterapkan, yang sekaligus memperbaiki kondisi penghidupan/mata pencaharian dan pembagian keuntungan yang adil.

	
	1.1.2
Pemulihan ekosistem untuk meningkatkan kemampuan dukungan/layanan ekosistem bagi keuntungan masyarakat lokal.

	
	1.1.3
Petunjuk dan masukan bagi kebijakan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang lestari disusun oleh/bersama organisasi masyarakat sipil, dan diadopsi oleh otoritas/pemerintah atau organisasi-organisasi pembangunan.

	
	1.1.4 Perbaikan/peningkatan terhadap transparansi dan prestasi/capaian sektor swasta dalam pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

	Tujuan 1.2:
Penguatan konservasi ekosistem untuk memelihara dukungan/layanan ekosistem bagi generasi yang akan datang (konservasi)

	
	1.2.1 Peningkatan dalam cakupan/luasan kawasan yang dilindungi sesuai dengan prioritas konservasi nasional dan internasional.

	
	1.2.2 Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, dengan memperhatikan penerimaan/persetujuan dari masyarakat/sosial.

	
	1.2.3 Peningkatan perlindungan / peningkatan status dari populasi spesies dan habitat yang terancam yang berada di luar kawasan yang dilindungi.

	
	1.2.4 Pengurangan ancaman akibat ulah manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati (semi)alami.

	
	1.2.5 Peningkatan manfaat/keuntungan bagi masyarakat lokal yang diterima dari konservasi, baik melalui pembagian layanan ekosistem (misal: air bersih) maupun pembagian keuntungan.

	Tujuan 1.3:
Terciptanya kondisi/lingkungan yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan di atas, baik di tingkat lokal, nasional maupun international (lingkungan yang kondusif)

	
	1.3.1
Penguatan masyarakat sipil di negara-negara Selatan yang terlibat dalam penghubungan (program keterkaitan) ekosistem dengan kesejahteraan manusia.

	
	1.3.2 Keadaan/situasi perdagangan dan produksi yang lebih lestari secara ekologis di negara Selatan.

	
	1.3.3
Kebijakan, hukum dan peraturan pemerintah di negara Selatan menggunakan/mengadopsi pendekatan ekosistem.

	
	1.3.4
Peningkatan/perbaikan dalam pelaksanaan konvensi internasional di tingkat nasional.

	
	1.3.5
Peningkatan/perbaikan dalam kepengurusan formal dan/atau tradisional dalam sektor lingkungan yang secara umum akan memberi keuntungan bagi kepengurusan tersebut.

	
	1.3.6
Perluasan kesadartahuan publik dan/atau pendidikan formal tentang keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem di negara-negara Selatan.


